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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9

ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan

kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, di atas, perlu ditapkan

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

593);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018

tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-

076.01.2.657811/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNJUKAN/

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NGAWI TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk / Menetapkan yang tersebut dibawah ini :

Nama : INDRAYU FATIKA MAHARDIKA

NIP : 199306242019032009

Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I /III b

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenNgawi

Tahun 2025.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
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Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang

bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah); dan melaksanakan E-purchasing yang bernilai

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Masa Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung

bulan Januari sampai Desember 2025

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan honorarium sebesar Rp. 680.000,00 (enam

ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran

2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Adi Tri Hartanto


